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Keburukan RUU Penyiaran

= NINA MUTMAINNAH ARMANDO

Dosen Itmu Koemunikasi FISIP Ul, Komisioner KP| Pusat 2010-2013, Aktivis Yayasan Pengembangan Media Anak

klan rokok berjaya di layar ka-

ca. Inilah salah satu ironi di

pertelevisian kita. Media siaran

yang menggunakan frekuensi

milik publik ini justru menyiar-

kan materi yang membahaya-
kan dan merugikan publik.

Apa boleh buat, aturan yang ada
membolehkan iklan rokok tampil di' TV
Ini dinyatakan dalam UU No 32 Tahun
2002 tentang Penylaran. Memang di situ
dikatakan bahwa dalam iklan rokok
tidak boleh ada penampilan wujud ro-
kok. Namun, pemhatasan semacam itu
terbukti dapat disiasati dengan iklan ro-
kok yang tetap atraktil meskitak me-
nampilkan wujud rokok.

Kini, di DPR sedang berlangsung
pembahasan antara DPR dan pemerin-
tah mengenai RUU Penyiaran. RUU ini
merupakan perubahan atas UU No 32
Tahun 2002 tentang Penyiaran. Bagai-
mana ketentuan mengenai iklan rokok
dalam RUU ini? Kita dapat melihatnya
dalam RUU yang diajukan DPR (kita se-
but RUU DPR) dansandingannya yvang
disusun oleh pemerintah (RUU Peme-
rintah).

Ketentuan tentang iklan rokok dalam
RUU DPR (dikeluarkan pada Oktober
2012) tidak mengubah ketentuan yang
terdapat dalam UU 32/2002, yakni tetap
membolehkan. Namun, dilihat dari se-
jarah proses penyusunannya, ketentuan
ini berbeda dengan draf RUU yang disi-
apkan oleh Komisi I DPR pada Sep-
tember 2012.

Draf RUU DFPR tersebut memuat
ketentuan tentang pelaranganiotal iklan
rokok. Dral RUU secara tegas melarang
disiarkannya periklanan yang mempro-
mosikan zal adiktif, termasuk rokok.
Namun, apa yang terjadi? Dalam proses
di Badan Legislasi (Baleg) DFR, terjadi-
lah perubahan pelarangan total berubah
menjadi pembatasan. Iklan rokok tetap
boleh disiarkan asalkan tidak menam-
pilkan wujud wokok.

Kenyataan ini membuat para aktivis
pengusung gagasan pelarangan iklan
rokok di media siaran bertanya-tanya:
the invizible hand apakah atau siapakah
yang membuat terjadinya perubahan
ketentuan inidi Baleg DPR? Yang paling
dapat menjawab pertanyaan ini tentulah
Baleg dan Komisi 1 DPR.

Para aktivis ini kemudian menjadi
makin kecewa saat RUU Pemerintah la-
hir: Pemerintah mengeluarkan ketentuan
vang idem ditlo dengan RUU DFR, vakni
tetap membolehkan iklan rokok di media
penviaran dengan pembatasan. Bahkan,
lebih jauh lagi, RUU Pemerintah meng-
hapus ketentuan dalam RUU DPR ten-
tang larangan bagi lembaga penyiaran
untuk mempromosikan zat adikiif.

Jelas sekali rokok adalah zat adiktif.
Ini ditegaskan dalam UU No 36/2009
tentang Kesehatan Pasal 113. Apalagi,
pada 2010 uji materi mengenai Pasal 113
dan 116 ULT Kesehatan mengenai tem-
bakau sebagai zat adiktif telah ditolak
oleh Mahkamah Konstitusi. Mahkamah
Konstitusi memutuskan bahwa tem-
bakau tetap digolongkan sebagai zat
adiktif.

Indonesiaadalah negara yang mem-
beri kebebasan seluas-luasnya bagi in-
dustr zat adiktif ini untuk berklan, ber-
promosi, dan menjadi sponsor. Padahal,
negara-negara lain sudah melakukan
pengaturan tentang ini dari beberapa
dekade lalu.

Badan Kesehatan Dunia (WHO) me-
negaskan pentingnya pelarangan iklan,
promosi, dan sponsor rokok (disebut
total taps ban. Taps: iobacco advertising
promotion and sponsorship). Kini, ada
24 negara di dunia yang sudah melaku-
kan pelarangan komprehensil iklan
rokok.

Di antara langkah-langkah menuju
total taps ban, umumnya langkah perta-
ma yang dilakukan adalah pelarangan
iklan rokok di media penyiaran. Menga-
pa? Karena iklan TV adalah yang paling
potensial memengaruhi kaum mudauntuk
mengenal dan kemudian mencoba rokok.

Hasgil  penelitian Universitas
UHAMEKA bekerja sama dengan Kom-
nas Perlindungan Anak pada 2007 di wi-
layah Jabodetabek menyimpulkan 99,7
persen anak-anak melihat iklan rokok
di TV. Survei tersebut menunjukkan 70
persen remaja mengaku mulai merokok
karena terpengaruh oleh iklan, 77 persen
mengaku iklan menyebabkan mereka
mempertahankan perilaku merokoknya,
dan 57 persen mengatakan iklan men-
dorong mereka vang berhenti merokok
untuk kembali merokok.

Tampaknya, predikat untuk tetap

menjadi negara yang membolehkan
iklan rokok muncul di media siaran akan
terus dipertahankan jika melihai keten-
tuan dalam RUU Penyiaran. Karena
RUU ini sedang dalam proses pemba-
hasan antara DPR dan pemerintah, di-
harapkan tentu saja, baik DPR maupun
pemerintah, mau mengevaluasi kembali
ketentuan yang mereka ajukan dengan
melihat berbagai fakta yang ada.

Di atas segalanya, ada dua hal vang
menjadi dasar pertimbangan. Pertama,
media penyiaran menggunakan frekuen-
similik publik. Seharusnya, siaran digu-
nakan untuk hal-hal yang membawa
manfaat bagi publik. Kedua, rokok ada-
lah zat adiktif yang membahayakan. Lo-
giskah racun adiktil yang jelas-jelasber-
dampak buruk bagi publik dipromo-
sikan kepada masyarakat dalam sebuah
media milik publik?

Iklan rokok di TV jelas ditujukan ke-
pada kaum muda. Iklannya tampil da-
lam acara-acara yang disukai remaja.
dengan membawa pesan-pesan khas
anak muda. Iklannya keren, membual,
dan menyesatkan. Bagaimana tidak me-
nyesatkan? Iklan bagus ilu mempromo-
sikan produk yang sangat berbahaya.
Tidak heran WHO (2013) menyebutkan
perusahaan mkok adalah salah satu dari
penjual dan promoior produk yang
paling manipulatif di dunia.

Komnas Perlindungan Anak (2012)
menyatakan bahwa bagi industri rokok,
perokok muda (anak-anak dan remaja)
sangal penting. Mereka yang sedang
mencari identitas inilah yang akan terus
menjamin keberlanjutan bisnis industri
rokok.

Anak dan remaja adalah “perokok
pengganti” yvang akan menggantikan
mereka yang telah berhenti merokok
atau meninggal akibat penyakit terkait
merokok. Selain itu, karena perokok
senior sangat loyal dengan merek yang
dikonsumsinya, konsumen muda yang
masih coba-coba merokok terus digarap
dan dipupuk agar tumbuh subur melalui
iklan, promosi, dan sebagainya. Jika
DPR dan pemerintah bersepakat iklan
rokok tetap dipertahankan dalam RUU
Penyiaran, itu artinya DPR dan peme-
rintah memilih untuk mengorbankan
anak Indonesia untuk dijual kepada
industri rokok. m
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ebih dari 113 juta tenaga
kerja di Indonesia per
hari melakukan rutinitas
mobilitas dari rumah ke
tempat bekerja pergi-pu-
lang per hari kerja. Demi-
kian pula dengan anak-anak, anak se-
kolah, penduduk usia lanjut, dan pe-
nganggur yvang mereka secara keselu-
ruhan berjumlah sekitar 127 juta yang
melakukan kegiatan sosial setiap hari.

Dikota-kota besar di wilayah Jabo-
detabek, pada jam berangkat dan pulang
kerja dijumpai keberadaan luas jalan
vang kalah luas dibandingkan jumlah
kendaraan yang melintas. Kelebihan
kendaraan bermotor tersebut bukan
hanya terjadi dari perjalanan melalui
jalan-jalan kecil masuk ke jalan raya
menuju kota, melainkan jalan tol berba-
yar pun mengalami kelebihan kendaraan
pada jam-jam berangkat dan pulang
kerja.

Dari 113 juta tenaga kerja lersebut,
terdapat sektor lapangan usaha yang
identik dengan pekerjaan di kota, seperti
sektor konstruksi, perdagangan, rumah
makan, jasa akomodasi, sektor trans-
portasi, pergudangan dan komunikasi,
sekior lembaga keuangan, real estat,
usaha persewaan dan jasa perusahaan,
serta sekior jasa kemasyarakatan, sosial,
dan perorangan. Mereka ini berjumlah
sekitar 55 juta tenaga kerja. Jumlah yang
besar apabila mereka minimal dilayani
menggunakan kendaraan bermotor guna
melancarkan mobilitas tenaga kerja di
perkotaan.

Persoalannya adalah pembangunan
jumlah pasokan angkutan umum yang
bersifat masif kalah cepat pertumbuhan-
nya dibandingkan jumlah permintaan
penduduk yang melakukan mobilitas
bekerja dan kegiatan sosial lainnya di
atas. Akan tetapi. penduduk tidak dapat
menunggu berlama-lama untuk dapat

tiba tepat wakiu dalam mengawali dan
mengakhiri urusannya setiap hari.

Perusahaan otomotif swasta melihat
peluang usaha tersebut. Berbagai pa-
sokan kendaraan pribadi, jenis minibus
yvang digunakan untuk angkutan
pribadi. dan sepeda motor diproduksi
secara cepat. Lembaga pembiayaan juga
melihat celah usaha tersebut. Uang mu-
ka untuk membeli kendaraan pribadi di-
perkecil, tenor masa pinjaman kredit di-
perpanjang, selekiivitas memilih debitur
diperlunak, dan kegagalan membayar
kredit otomotif diperbaiki melalui me-
kanisme risel yang ketal.

Dampak penguatan pasokan otomo-
tif dari perusahaan swasta tersebut
memperlancar mobilitas tenaga kerja
dan kegiatian sosial masyarakat. Suatu
ketika dan sekarang terjadi adalah
jumnlah kendaraan bermotor pada jam-
jam kerja terteniu lebih banyak diban-
dingkan luag jalan seperti telah diurai-
kan sebelumnya.

Sementara itu, angkutan umum ter-
jebak pada himpitan kebijakan tarif
angkutan umum dan kenyataan biaya
operasional yang semakin menekan dan
membuat mereka sulit untuk mengem-
bangkan usahanya. Itu terjadi bukan
hanya pada kasus minibus ataupun bus,
melainkan juga pada taksi.

Kereta api cepal juga mengalamite-
kanan himpitan yang sama uniuk dapat
tumbuh dan berkembang. Suku cadang
kendaraan bermotor yang diproduksi di
dalam negeri kalah bersaing dengan
impor Kecilnya margin iransportasi
umum dan rendahnya dukungan suku
cadang kendaraan bermotor yang ter-
jangkau itu suatu ketika pemah menim-
bulkan kanibalisme dalam bisnis ang-
kutan umum.

Suku cadang mobil diambil agar
suku cadang tersebut secara kanibal
dapat mengganti kerusakan suku cadang

mobil angkutan yang lainnya. Ditambah,
keterlambatan pemerintah pusat me-
masok bahan bakar minyak yang mam-
pu dibeli oleh usaha angkutan umum
secara menyejahterakan, maupun sulit-
nya pemeriniah daerah menghitung jum-
lah optimal angkutan umum itu telah
membuat ugaha angkutan umum sulit
berkembang secara sehat untuk sama
atau melebihi pertumbuhan kendaraan
pribadi.

Sesungguhnya kepadaian lalu lintas
dapat dikurangi apabila jumlah pasokan
angkutan umum dapat ditingkatkan
tanpa keharusan angkutan umum dida-
nai dan oleh pemerintah daerah sepe-
nuhnya. Misalnya, pemerintah membe-
rikan kebijakan yang memungkinkan
angkutan umum berkembang mengatasi
lingkaran persoalan yang di antaranya
telah disebutkan sebelumnya.

Pemerintah daerah cukup memba-
ngun stok penyangga angkutan umum
dalam jumlah vang cukup. Stok pe-
nyangga angkutan umum itu berguna
apabila angkutan umum swasta gagal
menjaga kepentingan umum dalam men-
jalankan mekanisme pasar

Hanya dengan menyukseskan kepin-
dahan kendaraan pribadi ke angkutan
umum dan menaikkan rasio pajak an-
tara kendaraan pribadi dan pajak ken-
daraan angkutan umum, kepadatan lalu
lintas di perkotaan dapat dikurangi se-
cara bermakna. Kebandelan kepindahan
tersebut tentu saja perlu juga diperbaiki.
seperti menambah ruang tunggu angkut-
an umum untuk memasukkan pe-
numpang, mengatur kecepatan lampu
hijau pengatur lalu lintas yang propor-
sional, menambah pembangunan
simpang susun, seperti Jembatan Se-
manggi untuk mengurangi pertemuan
arus jalan, dan pencanangan gerakan
nasional untuk mengurangi kepadatan
lalu lintas. m
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Kuatkan Peran Intelijen

Terbitnya Peraturan Presiden No 67/2013 tentang Koordinasi
Intelijen Negara harus menjadi momentum untuk menguatkan
peran dunia intelijen dalam menjaga kedaulatan negara. Per-
aturan ini intinya menetapkan Badan Intelijen Negara [BIN] se-
bagai koordinator seluruh lembaga intelijen seperti intelijen
kejaksaan, intelijen ke polisian, dan intelijen kementerian.

Penegasan garis koordinasi seperti ini sangatlah penting
dijalankan supaya dunia intelijen menjadi bekerja secara terinte-
grasi. Denganterpencar di banyak lembaga dan tidak ada peng-
ikat yang jelas, dunia intelijen menjadi lemah. Kondisi seperti
initah yang sekarang kita hadapi bersama.

Lembaga intelijen semestinya berada di barisan paling depan
untuk menangkap segala informasi dan gejala yang bisa me-
nyinggung pertahanan, keamanan, dan kedaulatan negara. Sete-
lah itu, semua informiasi yang diperoleh kemudian menjadi
bahan masukan penting bagi para pengambil keputusan. Lewat
mekanisme seperti ini diharapkan setiap proses pengambilan
keputusan menjadi tidak keliru, dan menguntungkan seluruh
elemen bangsa.

Semestinya, dengan banyak unsur intelijen di banyak lem-
baga negara, peran dan fungsi intelijen menjadi semakin kuat.
Namun, selama ini bisa kita saksikan bahwa peran intelijen be-
Lum bekerja maksimal. Masih cukup sering kecolongan.

Kasus penyadapan adalah contoh paling aktual betapa lem-
baga intelijen dibikin tidak berdaya menghadapi ‘penyusupan’
negara lain. Australia bisa menembus jalur komunikasi pribadi
para pejabat penting pemerintahan, yang semestinya jalur terse-
but dibuat benar-benar aman dari jangkauan pihak lain.

Tak hanya itu, informasi soal diterobosnya jalur penting ko-
munikasi para pejabat negara itu juga bukan dihasilkan dari pra-
ses identifikasi lembaga intelijen. Informasi tersebut
disampaikan oleh pihak lain, yakni Edward Snowden, mantan pe-
gawai kontrak yang menangani urusan teknologi informasi di
badan intelijen Amerika Serikat, NSA.

Selain penyadapan, ledakan-ledakan bom juga penembakan
aparat kepolisian yang terjadi beberapa waktu lalu menjadi bukti
lainnya. Kejadian-kejadian tersebut se mestinya bisa diantisipasi
jika peran intelijen bekerja optimal. Aksi peladakan maupun
penembakan adalah tindakan yang memerlukan perencanaan
matang dan tidak terjadi spontan. Proses perencanaan inilah
yang bisa menjadi celah bagi intelijen untuk bisa menangkap in-
formasinya lebih awal dan segera melaporkannya kepada
pengambil keputusan.

Kini lembaga intelijen sudah ditetapkan garis koordinasinya
lewat peaturan tersebut. Diharapkan, penetapan ini bisa men-
jadikan kerja intelijen berjalan lebih efektif dan maksimal.
Apalagi, Indonesia saat ini sedang bersiap menggelar pemilu
yang sangat rentan menimbulkan ancaman bagi keamanan ne-
gara.

Dalam kondisi seperti ini, lembaga intelijen sangat diper-
lukan untuk menetapkan langkah-langkah antisipasi. Seluruh
lembaga intelijen ini harus bekerja untuk kepentingan negara
dan bukan menjadi alat pejabat negara. Karena itu, posisinya
juga harus bebas dari intervensi pihak-pihak yang mengorban-
kan kepentingan negara secara luas. m
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Bantuan untuk Warga Papua
Tertahan di Pelabuhan Tanjung Prick

Pada Oktober 2012 silam, lembaga kami, Al-Fatih Kaaffah Mu-
santara [AFKN], mendapatkan bantuan dari Persatuan Masyarakat
Indonesia di Qatar [Permiga)l. Alhmadulillah, sejak 28 Oktober
2012 barang itu sudah berada di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta.
Barang berupa jilbab dan pakaian layak pakai [tidak baru) itu di-
peruntukkan bagi masyarakat pedalaman Papua [Nuu Waar] yang
menjadi binaan dakwah AFKN. Mereka [masyarakat pedalaman]
masih sangat membutuhkan pakaian ini.

Kami sudah mengurusnya ke kantor Bea Cukai, baik yang di
Tanjung Priok maupun kantor pusat. Menurut keterangan kedua-
nya, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Rl No 70 tahun
2012 tentang barang hibah, untuk dapat mengeluarkan barang
tersebut diperlukan rekomendasi dari kementerian terkait, yaitu
Kementerian Perdagangan dan Kementerian Sosial.

Pada 25Februari 2013, kami mencoba mengurus surat terse-
but kepada Kementerian Perdagangan. Namun, melalui staf Di-
rektorat Perdagangan Luar Megeri Bapak Kuswoto menolak me-
ngeluarkan surat yang kami perlukan dengan alasan barang itu
bukan baru. Beliau mengatakan, "Kalau kami memberikan surat
ini, nanti akan banyak yang akan memasukan pakaian bekas ke
Indonesia, dengan alasan hibah untuk yayasan.” Oi samping itu,
menurutnya, memang ada peraturan menteri yang melarang
memasukkan pakaian bekas ke Indonesia.

Sejenak kami menerima dengan alasan itu. Tapi, yang
membuat kami kurang nyaman ketika Kuswoto menyampaikan,
“Lagian mengapa sih ngasih kok yang bekas, sepertinya tidak
berharganya Indonesia.” Saya sudah tegaskan saat itu kepada
Kuswoto, bahwa barang ini amanah dari masyarakat Indonesia
di Qatar untuk saudara-saudara di Papua yang memerlukan pa-
kaian. Kamitak meminta-minta untuk diberikan, karena kami di-
amanahkan untuk menyampaikan, maka tugas kami adalah me-
nyampaikan amanah tersebut. Bukan untuk kami perdagangkan.

Eeberapa hari kemudian, saya ke Kementerian Sosial untuk
meminta surat yang sama. Tapi, dari pihak Kemensos mene-
gaskan harus terlebih dahulu ada rekomendasidari Kemendag.
Menurut Bapak Aji, staf Sekretariat, kita pernah mengeluarkan
surat seperti itu, tapi ternyata Kemendag sendiri tidak mengeluar-
kan surat rekomendasi, akhimya surat rekomendasi kami tidak
terpakai.

Oleh karena itu, melalui tulisan singkat ini, kami terus beru-
paya untuk mencari jalan/solusi untuk dapat mengeluarkan
amanah itu. Amanah berharga, bukan saja bagi kami yang dia-
manahkan untuk menyampaikan, tapi juga untuk saudara-saudara
kami dan mereka yang memberikan di Qatar. Meski itu hanya pa-
kaian bekas.

Ahmad Damanik
Humas Al-Fatih Kaaffah Musantara [AFKN]
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